
   

 

 

 

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT 

PROVINSI JAMBI 

 

KEPUTUSAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT 

NOMOR: 256 /KEP.BUP/DPUPR/2023 

 

TENTANG 

 

PEMBERIAN HONORARIUM  

TIM PROFESI AHLI PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG 

KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT 

TAHUN ANGGARAN 2023  

 

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT, 

 

Menimbang   :  a. bahwa sehubungan dengan telah ditetapkannya Keputusan 

Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 

93/Kep.Bup/DPUPR/2023 tentang Tim Profesi Ahli 

Penyelenggaraan Bagunan Gedung Kabupaten Tanjung 

Jabung Barat serta untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan 

penyelenggaraan bagunan gedung Kabupaten Tanjung 

Jabung Barat perlu diberikan honorarium; 

b.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Tentang 

Pemberian Honorarium Tim Profesi Ahli Penyelenggaraan 

Bangunan Gedung Kabupaten Tanjung Jabung Barat 

Tahun Anggaran 2023; 

                

Mengingat : 1.  Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang 

Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi 

Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang 

Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan 

Daerah Tingkat II Tanjung Jabung, (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2775); 

 2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang 

Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Muaro 

Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

3348) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 14 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3969);  

 SALINAN 



3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang bangunan 

Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 

Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4247); 

4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4279); 

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang 

Pembentukan peraturan Perudang-Udangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 

2011 tentang Pembentukan Peraturan Perudang-Udangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 

143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6801); 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, TambahanLembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 

beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

7.  Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 

245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6573); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang 

Peraturan Pelaksaaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 

2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628); 

 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas 

Peraturan Meneteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 

10. Peraturan Daerah Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 

2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2023 

(Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 
2022 Nomor 6); 



11. Peraturan Bupati Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 

38 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023(Berita Daerah 

Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2022 Nomor 38); 

 

Memperhatikan : 1.  Keputusan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor  

93/Kep.Bup/BKAD/2023 tentang Tim Profesi Ahli 

Penyelenggaraan Bangunan Gedung Kabupaten Tanjung 

Jabung Barat; 

2. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat 

Daerah (DPA_SKPD) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan 

Ruang Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 

2023. 

 

 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan:  

KESATU  : Memberikan honorarium Tim Profesi Ahli Penyelenggaraan 

Bangunan Gedung  Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 

Anggaran 2023 selama 12  (dua belas) bulan yang setiap 

bulannya sebesar sebagai berikut : 

1. Ketua   : Rp. 3.600.000,-  

2. Wakil Ketua  : Rp. 3.250.000,- 

3. Sekretaris  : Rp. 3.400.000,- 

 

KEDUA  : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini 

dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan 

Kerja Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan 

Ruang Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 

2023 pada Sub kegiatan   Penyelenggaraan Penerbitan Izin 

Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran 

Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan 

Gedung, serta Implementasi SIMBG dengan Kode rekening : 

1.03.08.2.01.01.5.1.02.02.01.0029. 

 

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2023 

sampai dengan tanggal 31 Desember 2023. 

 

       Ditetapkan di Kuala Tungkal 

             pada tanggal  29 Mei 2023 

    BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT, 

 

ttd 

 

ANWAR SADAT 

 

 

 


